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ABSTRAK

Nama : Indah Dwi MP 
Nim
Judul : “ Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing dalam 
PerspektifWorld Trade Organization (WTO)”

: 02111401155

Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau 
kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. 
Salah satu bentuk dari perdagangan internasional atau transaksi perdagangan 
internasional, adalah penanaman modal, Penanaman Modal Asing atau yang sering 
juga disebut Investasi Asing merupakan salah satu kegiatan di bidang ekonomi atau 
perdagangan di dunia internasional. Setiap penanam modal atau investor asing harus 
mematuhi aturan-aturan yang ada mengenai investasi asing, salah satunya memenuhi 
hak dan kewajiban sebagai mana seharusnya serta mentaati aturan-aturan yang ada. 
Kenyataan di lapangan adanya pihak yang tidak memenuhi perjanjiannya atau tidak 
memenuhi kewajibannya, dan tidak mematuhi aturan merupakan salah satu potensi 
timbulnya sengketa, sehingga upaya-upaya penyelesaian terhadap sengketa menjadi 
perhatian yang cukup penting di masyarakat internasional. Oleh karena itu pada 
kajian ini perlu dibahas mengenai Penyelesaian sengketa penanaman modal asing 
dengan judul “Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing dalam Perspektif 
World Trade Organization (WTO)”. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian 
ini adalah bagaimana pengaturan mengenai penyelesaian sengketa penanaman modal 
menurut World Trade Organization (WTO), serta bagaimana perlindungan 
hukumnya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, pendekatan 
perundang-undangan dan historis/fefor/ctf/ approach. Teknik pengumpulan bahan 
hukum secara studi kepustakaan, dianalisis dengan metode kualitatif, serta dalam 
penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Hasil dari penelitian ini 
menunjukan bahwa TRIMs dan GATS merupakan pengaturan mengenai Penanaman 
Modal Asing dalam Persepektif World Trade Organization (WTO) dan terdapat 
prinsip-prinsip yang melindungi para pihak di dalam World Trade Organization
(WTO).

Kata Kunci 
TRIMs,G ATS,

: Penanaman Modal Asing, World Trade Organization (WTO),
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BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Melakukan hubungan-hubungan dengan Negara lain merupakan hal yang 

mutlak harus dilakukan karena Negara harus menjaga eksistensinya di dunia 

Internasional melalui bantuan-bantuan dari Negara lain, karena suatu Negara tidak 

dapat berdiri sendiri dalam menjalanakan kehidupan bernegara.Suatu Negara dapat 

melakukan hubungan-hubungan dengan Negara lain melaluihubungan diplomatik 

antara dua Negara yang telah dirintis sejak abad ke-16 melalui pertukaran utusan 

masing-masing atas dasar persetujuan bersama.

Melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain salah satunya adalah 

melakukan hubungan dibidang ekonomi atau perdagangan. Perdagangan merupakan 

kegiatan yang dilakukan banyak individu disetiap negara untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan 

ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang 

sangat pesat. Perhatian dunia usaha terhadap kegiatan bisnis internasional juga 

semakin meningkat, hal ini terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran 

barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antamegara.2

i

Sumaryo Suryokusumo, Hukum Organisasi Internasional, Jakarta:UI-Press, 2010, hlm. 1. 
2 Muhammad Sood, Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta:Rajawali Pers, 2011,

hlm.l.
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Ada berbagai motif atau alasan mengapa negara atau subjek hukum (pelaku

dalam perdagangan) melakukan transaksi perdagangan internasional, fakta yang

sekarang ini terjadi adalah perdagangan internasional sudah menjadi tulang

3punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera dan kuat.

Salah satu bentuk dari perdagangan internasional atau transaksi perdagangan 

internasional, adalah penanaman modal, Penanaman Modal Asing atau yang sering 

juga disebut Investasi Asing merupakan salah satu kegiatan di bidang ekonomi atau 

perdagangan di dunia internasional.

Untuk mengetahui, pengertian penanaman modal dan juga investasi, berikut 

dikutip berbagai pengertian antara lain sebagai berikut:

Pengertian modal asing menurut pasal 1 ayat 8 nomor 25 tahun 2007 

adalah:4 “ modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, dan 

atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki 

oleh pihak asing”.

Pengertian penanam modal asing menurut pasal 1 angka 6 Undang - undang 

Penanam Modal Asing nomor 25 tahun 2007, yaitu:5 “Perseorangan warga 

Negara asing, badan hukum asing dan atau pemerintahan asing yang 

melakukan penanaman modal itu di wilayah Negara Republik Indonesia. ”

1.

2.

3 Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011,

* Undang-Undang No 25 Tahun 2007, Tentang Penanaman Modal, Pasal 1 ayat 8. 
Undang-Undang No 25 Tahun 2007, Tentang Penanaman Modal, Pasal 1 ayat 6.

hlm2.
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Pengertian mengenai Penanaman Modal Asing diatur dalam Undang-undang 

Nomor 25 Tahun 2007 di dalam Pasal 1 Angka 9 yaitu:6 “kegiatan menanam 

modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang 

dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing 

sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam 

negeri”

Pengertian mengenai Penanaman Modal Asing menurut Sunaryati Hartono 

yaitu:7 “ penanaman modal asing hanyalah meliputi penanaman modal asing 

secara langsung yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia 

dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari 

penanaman modal tersebut.

Investasi atau penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang atau badan hukum dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan,. 

Kegiatan penanaman modal ini dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang 

menggunakan modal asing sepenuhnya atau modal asing berpatungan merupakan 

modal asing dengan penanam modal dalam negeri.

Penanaman modal asing adalah pihak yang paling menentukan dalam 

penanaman modal asing (investor asing) dengan pemerintah Negara yang

3.

4.

8

menerima

* Undang-Undang No 25 Tahun 2007, Tentang Penanaman Modal, Pasal 1 ayat 9.
Sunaryati Hartono, Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal 

Bandung: Ganaco, 1972, hlm.78.
P 1 b 8 Sy Hry1od12n h^30^ Hukum Penanaman Modal dalam teori dan praktik,
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modal. Negara pemilik modal akan memilih tujuan investasi mereka. Motif orang 

menanamkan modalnya diluar negeri adalah mencari bahan mentah atau komoditi 

perdagangan, ini terutama dilakukan oleh negara-negara miskin akan sumber daya 

alam. Bagi negara tuan rumah, penanaman modal semacam ini sangat 

menguntungkan karena membantu negara mengeksploitasi sumber daya alam yang 

masih belum dimanfaatkan.9

Penanaman modal asing atau investasi asing ini juga berkaitan dengan pasar 

bebas, pasar bebas mempunyai makna adanya suatu perdagangan yang melintasi 

antamegara, baik yang berkenaan dengan impor maupun ekspor yang tidak dibatas- 

batasi atau diintervensi dengan pengenaan tarif, kuota, subsidi dan batasan lainnya 

yang dapat menghambat arus barang perdagangan.10

Oleh karena itu, kehadiran investor dalam suatu negara sebenarnya hal yang 

wajar saja terlebih lagi di era globalisasi saat ini untuk menggerakkan roda 

perekonomian suatu negara, terlebih lagi apabila negara tersebut sudah masuk dalam 

tata pergaualan dunia internasional.11 Doktrin Perdagangan bebas inilah merupakan 

salah satu dampak terjadinya penanaman modal asing atau investasi asing, hal ini 

terlihat dalam pembentukan World Trade Organization (WTO).

World Trade Organization (WTO) atau organisasi perdagangan 

internasional. Setelah tujuh tahun setengah perdebatan dan negosiasi, putaran

9 Ibidy hlm.34.
Hendrik Budi Untung, Hukum Investasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.17. 

11 Ibid
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Uruguay tentang GATT akhirnya dapat dilengkapi pada tanggal 15 April 1994 

dengan 111 negara dari 125 negara menandatangani final document. Persetujan final 

World Trade Organization (WTO), diterima oleh 104 negara dab berlaku sejak tangga 

1 Januari 1995 dan 81 anggota menunjukkan representasi dari 90% perdagangan 

internasional termasuk triad power, Jepang, Amerika, dan Eropa.

World Trade Organization (WTO) diharapkan agar dapat membantu atau 

mempermudah perdagangan internasional agara dapat berjalan dengan baik dan tidak 

merugikan pihak-pihak yang ikut dalam perdagangan internasional, sehingga di 

dalam World Trade Organization (WTO) diperlukan sebuah peraturan untuk 

mengatur perdagangan internasional ini, untuk memberikan jaminan yang cukup 

terhadap penanaman modal asing.

Arus penanaman modal asing ke suatu negara selain sangat dipengaruhi oleh 

iklim investasi yang cukup kondusif seperti adanya stabilitas politik dan keamanan, 

sumber daya alam yang meilmpah, tenaga kerja yang terampil, kebijakan ekonomi 

dan keuangan yang terbuka dan berorientasi pasar yang menjadi daya tarik investor 

untuk menanamkan modalnya di negara tersebut, namun hal yang juga penting 

merupakan perlindungan terhadap hak-hak yang sah dari investor asing yang dapat

12 Ade Maman Suherman, Organisasi Internasional & Integrasi Ekonomi Regional dalam 
Perspektif Hukum dan Globalisasi, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 128.
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diberikan oleh host country, terutama terhadap kegiatan penanaman modal asing yang 

telah ditanamkan.13

Saat ini World Trade Organization (WTO) memiliki setidaknya dua 

instrumen hukum yang terkait langsung dengan peraturan penanaman modal, 

Agreement on Trade Related lnvestment Measures {Agreement on TRIMs) 

mengupayakan terciptanya kelancaran perdagangan internasional melalui pengaturan 

sejumlah performance requirment dalam persyaratan penanaman modal yang 

bertentangan dengan peraturan perdagangan internasional.14

Instrumen kedua adalah General Agreement on Trade in Services (GATS), 

yang merupakan kesepakatan umum di bidang perdagangan jasa, General Agreement 

on Trade in Services (GATS) terkait langsung dengan peraturan penanaman modal, 

melalui modus perdagangan jasa yang dilakukan dengan cara kehadiran komersial 

{commercialpresence), kedua instrumen ini pada dasarnya adalah penjabaran prinsip- 

prinsip umum perdagangan internasional dalam GATT, khususnya prinsip national 

treatmenty most favoured nations, general prohibition on quantitative restriction dan 

tranparency.15

Adanya instrumen ini maka setiap penanam modal asing atau investor asing 

harus mematuhi aturan-aturan yang ada mengenai penanaman modal, salah satunya 

memenuhi hak dan kewajiban sebagai mana seharusnya serta mentaati aturan-aturan

_ tAl™ RoWimatussa’dyah dan Suratman, Hukum Investasi dan Pasar Modal
Grafika, 2011, hlm. 114. ’

14 Op.city Hendrik Budi Untung, hlm. 117
15 tbid.

Jakarta: Sinar
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yang ada. Kenyataan di lapangan adanya pihak yang tidak memenuhi perjanjiannya 

atau tidak memenuhi kewajibannya, dan tidak mematuhi aturan merupakan salah satu 

potensi timbulnya sengketa, sehingga upaya-upaya penyelesaian terhadap sengketa 

menjadi perhatian yang cukup penting di masyarakat internasional, upaya-upaya ini 

ditujukan untuk menciptakan hubungan antamegara yang lebih baik berdasarkan 

prinsip perdamaian dan keamanan internasional.16

Suatu Sengketa dapat terjadi apabila ada pertentangan, misalnya karena 

adanya pelanggaran ketentuan GATT yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. 

Untuk menentukan sumber sengketa, GATT mensyaratkan adanya multification atau 

impairment, sebagaimana diatur dalam Pasal XXIII, bahwa -untuk terjadinya 

sengketa paling tidak harus dipenuhi unsur-unsur, yaitu sebab-sebab terjadinya 

kerugian yang diderita oleh suatu negara dan unsur akibat.17

Selain aturan World Trade Organization (WTO), dan GATT, terdapat 

konvensi ICSID yang berisikan mengenai penyelesaian sengketa-sengketa investasi 

antara negara-negara dan warga negara dari negara-negara lain, di dalam konvensi ini 

menjelaskan bahwa perlunya kerjasama internasional untuk pembangunan ekonomi 

dan peranan dari investasi internasional swasta di dalamnya, memungkinkan bahwa 

dari waktu ke waktu sengketa-sengketa dapat timbul dalam hubungan investasi,18

16 Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Jakarta: Sinar Grafika Offset,

17 Syahmin AK, Hukum Dagang Internasional, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, 

Pembukaan Konvensi ICSID, diterjemahkan oleh Paustinus siburian.

2012, hlm.l.

hlm.229.
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sehingga diperlukan aturan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa tersebut. 

Yurisdiksi ICSID mencakup semua sengketa hukum yang langsung timbul dari 

kegiatan investasi atau penanaman modal antara negara dengan warga negara/ badan 

hukum asing.19

Namun dalam hal ini, seperti yang telah dijelaskan diatas penyelesaian 

sengketa perdagangan dalam World Trade Organization (WTO), memuat sekitar tiga 

puluh bentuk, termasuk beberapa kewenangan untuk melakukan tindakan sepihak 

dari peserta yang dirugikan.20 Sehingga apabila terdapat sengketa dalam perdagangan 

internasional salah satunya sengketa penanaman modal dapat diselesaikan melalui 

World Trade Organization (WTO) berdasarkan dua instrumen yang ada mengenai 

penanaman modal asing.

Berlatar belakang dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL

ASING DALAM PERSPEKTIF WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO).

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah: 

Bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa penanaman modal asing 

dalam Perspektif World Trade Organization (WTO) ?

1.

[9 Op.cit Ana Rokhmatussa’dyah dan Suratman, hlm.124 
0 Op.cit , Syahmin AK.
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Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak 

modal asing dalam perspektif World Trade Organization

2.

penanaman

(WTO)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah :

Menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa penanaman modal asing 

dalam perspektif World Trade Organization (WTO).

Menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh World Trade 

Organization (WTO) terhadap para pihak sengketa penanaman modal asing.

1.

2.

D. MANFAAT PENELITIAN

Kegunaan Teoritis

Memberikan atau menambah pengetahuan dan wawasan kepada penulis 

khususnya dan kepada pengajar hukum internasional pada umumnya mengenai 

penyelesaian sengketa penanaman modal dalam perspektif World Trade Organization 

(WTO).

1.

2. Kegunaan Praktis

ini diharapkan secara praktis dapat diterapkan oleh 

lainterhadap perlindungan hukum serta mekanisme apabila terjadi sengketa hukum 

mengenai penanaman modal menurut aspek World Trade Organization (WTO).

Penelitian negara



10

E. METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian untuk penulisan ini mempergunakan tipe penelitian hukum

normatif///? abstracto karena penelitian ini lebih banyak menggunakan data yang

bersifat sekunder atau bahan kepustakaan yang berupa peraturan-peraturan tertulis

• 21atau bahan-bahan hukum yang lain.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan 

penelitiannya yaitu dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan/ 

statute approach ,22 selain statute approach , penulisan skripsi ini juga menggunakan 

metode pendekatan historisJhistorical approach dimana pendekatan ini mencari 

sejarah serta memahami filosofi dari aturan hukum yang akan diteliti.

Bahan Hukum

1.

2.

3.

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder,

data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan 

dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan 

peraturan perundang-undangan.24

21 Soeijono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 
Jakarta: Rajawali, 1985, hlm. 15.

22 P.Van Dijk, Van Apeldoorn’s Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht, 
diteijemahkan oleh Peter Mahmud Marzuki, dengan judul Penelitian Hukum edisi /tev/si(Jakarta: 
Kencana,2014, hlm. 173)

23 Ibid, hlm 166.
24 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 106.
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Data sekunder terdiri dari:

Bahan Hukum Primer

i. Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

ii. Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

iii. Marrakesh Declaration

iv. Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization.

v. Agreement on Trade Related Investment Measures (Agreement on

a.

TRIMs)

vi. General Agreement on Trade in Services (G ATS)

vii. Konvensi ICSID

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, 

atau pendapat pakar hukum.25

Bahan Hukum Tersierc.

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti 

kamus (hukum), ensiklopedia.26

25 Ibid, hlm.32.
26 Ibid.
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Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan 

perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang 

dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi. Metode 

pengumpulan bahan yang penulis lakukan yaitu secara studi kepustakaan,bahan 

kepustakaan ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari 

peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil 

penelitian.

4.

Metode Analisis Bahan Hukum5.

Metode analisis yang digunakan penulis adalah metode kualitatif29 terhadap 

data-data sekunder, analisis bahan tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif

yaitu kegiatan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan 

rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.30 

Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif yang 

berarti menarik suatu kesimpulan dimulai dari penyataan umum menuju pernyataan- 

pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio untuk menjawab 

permasalahan yang telah diuraikan oleh penulis.31

6.

27 Zainuddin Ali, Op.Cit, hlm. 109.
28 Zainuddin Ali, Op.cit, hlm. 107.
29 Ibid, hlm. 105.
30 Ibid.

Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, Bandung : Pustaka Setia, 2009, hlm.115.
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